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 Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh hibah harta orang tua kepada 
anak dalam sistem kewarisan di masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan 
Batang Cenaku, orang tua menghibahkan hartanya dalam sistem kewarisan 
sebelum ia meninggal, dalam pembagian hibah ini bagian anak laki-laki dan 
perempuan mendapat bagian sama rata dan dilaksanakan sesuai kesepakatan ahli 
waris. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan hibah harta 
orang tua kepada anak dalam sistem kewarisan di masyarakat desa Bukit Lingkar 
Kecamatan Batang Cenaku. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hibah 
harta orang tua kepada anak dalam sistem kewarisan di masyarakat Desa Bukit 
Lingkar Kecamatan Batang Cenaku.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah 
tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan hibah. Sedangkan 
objek penelitian adalah pelaksanaan hibah harta orang tua terhadap anak dalam 
sistem kewarisan di masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. 
Adapun yang menjadi populasi adalah orang tokoh adat, orang tokoh agama, 
tokoh masyarakat dan pelaku pelaksanaan hibah harta orang tua kepada anak 
dalam sistem kewarisan yang jumlahnya tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini 
penulis mengambil dari sebagian populasi secara acak dengan menggunakan 
teknik Purposive Sampling yang berjumlah 20 orang yang terdiri 2 orang tokoh 
adat, 2 orang tokoh agama, 2 orang tokoh masyarakat dan 14 orang pelaku hibah. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
kusioner/angket, studi kepustakaan dan dokumentasi. 
 Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: Pertama, hibah harta 
orang tua kepada anak dalam sistem kewarisan ini dilakukan sebelum pewaris 
meninggal dengan cara musyawarah atau bisa juga tidak, pembagian hibah ini 
dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dan dilakukan atas 
persetujuan ahli waris agar tidak ada perselisihan antara ahli waris. Kedua, jika 
dilihat pelaksanaan hibah harta orang tua kepada anak dalam sistem kewarisan 
bertentangan dengan hukum Islam. Namun, jika dilihat dari tujuannya yaitu sama-
sama mendatangkan kemashlahatan kepada ahli waris agar tidak terjadi 
perselisihan atau perdebatan antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas 
beragama Islam. Selain itu, pemeluk agama Islam di Indonesia menjadi 
yang paling banyak di dunia. Penyebaran muslim hampir merata dari 
ujung barat sabang sampai ke ujung timur di Papua. Muslim juga sudah 
merasuk kedalam sebagian besar suku yang ada di Indonesia. 
Umat Islam dalam melakukan kegiatan sehari-hari memiliki 
pedoman utama, yaitu al- Quran dan Sunah. Semua aspek kehidupan dari 
mulai tata cara beribadah kepada Allah sampai tata cara bermuamalah 
sesama manusia telah diatur dan diterangkan secara terperinci. Sehingga 
semua perbuatan yang dilakuakn oleh seorang muslim harus sesuai dengan 
al-Quran dan Sunnah. 
Hukum Islam menjadi hukum yang dianut oleh umat muslim di 
seluruh dunia. Dengan sifatnya yang universal, hukum Islam juga harus 
dianut oleh muslim yang berada di Indonesia. Semua perbuatan yang 
sesuai dengan tuntunan hukum Islam maka akan mendapat pahala, dan 
apabila ada yang melanggar maka akan mendapat hukuman yang sesuai 
dengan ketentuan yang ada.
1
 
Salah satu cabang dari hukum Islam adalah hukum keluarga yang 
merupakan hukum privat yang membahas hukum perorangan. Hukum 
                                                             
1
Abdul Ghofur Anshori, Fislafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral 
Hazairin (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 15. 
2 
keluarga memiliki berbagai cabang hukum dibawahnya, diantaranya 
adalah hukum kewarisan. 
Hukum kewarisan merupakan salah satu persoalan yang penting 
dalam Islam. Penyebannya adalah pembahasan yang terperinci, kongkrit, 
dan realistis dalam teks-teks al-Quran sehingga kebanyakan ulama klasik 
beranggapan bahwa hukum kewarisan tidak dapat dirubah. Sementara itu 
para ulama kontemporer beranggapan bahwa hal-hal yang bukan prinsipal 
bisa ditafsirkan sesuai keadaan dan zaman yang ada.    
Suburnya variasi waris di Indonesia disebabkan oleh sifat netral 
muslim Indonesia yang tidak berpegang pada mazhab tertentu sehingga 
muncul peluang ijtihat.
2
 Dalam perkembangan hukum waris di masyarakat 
terdapat praktik yang berbeda dari konsep waris Islam. Secara umum 
warisan di bagikan setelah pewaris meninggal. Namun ada parktik di 
masyarakat yang mana harta pembagian harta orang tua yang 
diperhitungkan sebagai waris dibagikan sebelum meninggal, dikarnakan 
karena takut akan ada peselisihan ketika di bagi setelah pewaris 
meninggal. 
Hibah adalah akad pemberian seseorang kepada orang lain ketika 
masih hidup, tanpa adanya imbalan. Jika hak kepemilikan belum 
terlaksana, ketika masih hidup, tetapi di berikan setelah meninggal maka 
di sebut wasiat, jika pemberian tersebut di sertai imbalan maka hal tersebut 
dinilai penjualan, maka berlaku hukum jual beli. Hibah hanya dimiliki 
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 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan di Indonesia (Jakarta:  Kementrian 
Agama RI cetakan I, 2011),  h. 12. 
3 
semata-mata setelah terjadinya akad sesudah itu tidak dilaksanakan 
penghibahan atas orang yang diberi hibah.
3
 
Dasar hukum hibah adalah firman Allah QS. Ali Imron ayat 92: 
َْ ۚ رُٕفِمُٛا   ٌْجِشَّ َحزَّى  ٱ ٌَٓ رََٕبٌُٛا   ب رُِحجُّٛ َّّ ب رُٕفِمُٛا   ِ َِ ٓ َشْىء    َٚ ِ  َّْ ِ ِٗ ٱفَإ َ ثِ ُ    ۦَّللَّ َعٍٍِ  
Artinya: “Kamu tidak akan memeperoleh kebajikan, sebelum kamu 
menginfakan harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang 
kamu infakan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha 
Mengetahui” 
 
Para imam sepakat bahwa hibah akan sah apabila dilakukan 
dengan tiga perkara, yaitu: ijab, qabul, qabdhu (serah terima barang yang 
dihibahkan). Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi‟i dan Imam 
Hambali hibah tidak sah kecuali berkumpulnya tiga perkara tersebut. 
Hibah orang tua terhadap anak dapat diperhitungkan sebagai 
warisan. Hal ini di atur dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (ps. 211) 
KHI. Pemberian hibah dilakukan secara musyawarah atas persetujuan 
anak-anak yang ada agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. 
Hendaknya bagian mereka disamakan, Kalau dibedakan hanya bisa 
dilakukan jika mereka saling menyetujui. Bagi umat Islam membagi harta 
warisan berdasarkan ketentuan syariat itu wajib. Bahkan dalam surat An-
Nisa ayat 13-14, Allah SWT menempatkan dalam surga kepada orang 
yang mentaati perintah-Nya dan akan memasukan dalam neraka orang 
yang melanggar ketentuan-Nya.  
 
                                                             
3
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998).  h. 
473. 
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Ayat yang berhubungan dengan waris Surat An-Nisa ayat 11: 
 ُ ُ فِى  ٱٌُِٛصٍُى   َّللَّ
 ٌَ ْٚ ُْ  أَ ًُ َحظِّ  ِذُو ْض ِ َوِش  ِٓ ۚٱٌٍِزَّ ٍْ َّٓ َِٔغب   ْْلُٔضٍََ َق  ء   فَإِْ ُو ْٛ ِٓ ٱفَ ٍْ ْصَٕزَ
ب رََشَن  َِ َّٓ صٍُُضَب  َٚ   فٍََُٙ إِْ َوبَْٔذ  َٚ   ٌِّْٕصُف ۚٱفٍَََٙب  ِحَذح   َٚ  ًِّ ِٗ ٌُِى ٌْ َٛ ِْلَثَ ْٕ  ِحذ   َٚ ب ِِّ َّ ُٙ
َْ ٌَُٗ ٱ ب رََشَن إِْ َوب َّّ ِ ُذُط  ٌَذ    ۥٌغُّ َٚ  ۚۚ  ُ ُْ ٌَُىٓ ٌَّٗ ٌَذ    ۥفَإِْ ٌَّ ِسصَُٗ  َٚ َٚ ِٗ  ۥ َٚ ِِّ
اُٖ فَِِلُ َٛ أَثَ
َْ ٌَُٗ  ٌضٍُُُّش ۚٱ ح    ۥ فَإِْ َوب َٛ ِٗ  إِْخ ِِّ ُذُط ۚٱفَِِلُ ٓ   ٌغُّ ِصٍَّخ    ِ َٚ ٓ    ٌُِٛصى ثَِٙب   ثَْعِذ  ٌْ ْٚ َد  أَ
َٚ َءاثَب    ُْ ُْ َْٔفع   أَْثَٕب  ُؤُو ُْ أَْلَشُة ٌَُى َْ أٌَُُّٙ ُْ ََل رَْذُسٚ ۚ ُؤُو َٓ  فَِشٌَعخ    ب ِ ٱِِّ َّْ  َّللَّ َْ ٱإِ َ َوب َّللَّ
   ُ ب َحِىٍ  ّ  َعٍٍِ
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan 
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka 
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 
anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh 
separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika 
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka 
ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu 
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini 
adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha 




Sedangkan di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 12: 
  َٚ ب رََشَن أَْص َِ ُْ ِْٔصُف  ٌَُى ٌَذ   َٚ َٚ  َّٓ ُ ُْ ٌَُىٓ ٌَّٙ ُْ إِْ ٌَّ ٌَذ    ۚۚ  ُجُى َٚ  َّٓ ٌَُٙ َْ  فَإِْ َوب
 ُ َٓ ۚٱ فٍََُى ب رََشْو َّّ ِ ثُُع  ٓ   ٌشُّ ِصٍَّخ    ِ َٚ َٓ ثَِٙب   ثَْعِذ  ٓ    ٌُِٛصٍ ٌْ ْٚ َد َّٓ  ۚۚ  أَ ٌَُٙ ب ٱَٚ َّّ ِ ثُُع  ٌشُّ
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 Departement Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya , An-Nisa ayat 11, (Jakarta: 
Cahaya Qur‟an, 2006) 
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ٌَذ    َٚ  ُْ ُْ ٌَُىٓ ٌَُّى ُْ إِْ ٌَّ ٌَذ    ۚۚ  رََشْوزُ َٚ  ُْ َْ ٌَُى َّٓ  فَإِْ َوب ب رََشْوزُُ ۚٱفٍََُٙ َّّ ِ  ُٓ ُّ ٓ   ٌضُّ ثَْعِذ  ِِّ
ِصٍَّخ    َْ ثِ  َٚ ٓ    َٙب  رُُٛصٛ ٌْ ْٚ َد ً    ۚ   أَ َْ َسُج إِْ َوب َٚ  
ِٚ ٌَُٛسُس َوٍَ  َشأَح   ٱٍَخ  أَ ِْ  ٌَُٗ ْٚ  ۥ َٚ أَخ  أَ
َٚ   أُْخذ     ًِّ ب  ِحذ   فٍَُِى َّ ُْٕٙ ُذُط ۚٱِِّ ٛ   ٌغُّ  فَإِْ َوبُٔ
ٓ َر   ا  ِ ُْ ُشَشَوب  أَْوضََش  ُِش ۚٱُء فِى ٌَِه فَُٙ ٓ   ٌضٍُّ ِ 
ِصٍَّخ    َٚ ْٚ  ثَِٙب   ٌَُٛصى   ثَْعِذ  َعب   أَ ُِ ٓ  َغٍَْش  ٌْ  َد
ِصٍَّخ    ۚۚ  س   َٚ  َٓ ِ ٱِِّ ۞ٱَٚ  َّللَّ   ُ ُ  َحٍٍِ ُ َعٍٍِ َّللَّ  
Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak.jika Isteri-isterimu itu mempunyai 
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 
kamu tidak mempunyai anak.jika kamu mempunyai 
anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat 
yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 
laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 
(seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara 
seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu 
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang 
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan 
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) 
(Allahmenetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at 
yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 




Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan 
ketika muwarris telah meninggal, apakah mati haqiqi, hukmi atau taqdiri. 
Kematian merupakan salah satu persyaratan yang disepakati ulama, agar 
harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang 
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 Departement Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, An-Nisa‟ Ayat 12,  (Jakarta: 
Cahaya Qur‟an, 2006) 
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dalam masyarakat, pihak orang tua mengiginkan agar sepeninggalnya, 
anak-anaknya dan ahli waris lainya tetap hidup dalam persaudaraan secara 
rukun. Untuk memenuhi keinginanya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu 
membagi harta kekayaan ketika pewaris belum meninggal.  
Munawir Sjadzali juga mengamini bahwa praktik hibah sebagai 
pengganti pewarisan sudah ada sejak lama. Dia menjelaskan lebih lanjut 
bahwa praktek ini muncul akibat sudah mulai terkikisnya kepercayaan 
masyarakat tentang konsep keadilan dalam hukum waris antara anak laki-
laki dan perempuan yang diskriminatif.
6
 Anak laki-laki mendapatkan dua 
bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian dalam 
pembagian waris secara Islam. 
Dalam perkembangan hukum waris, terdapat praktik masyarakat 
yang berbeda dari konsep awal hukum waris Islam. Secara umum warisan 
dibagikan setelah pewaris meninggal. Namun, ada beberapa praktik 
kewarisan di dalam masyarakat yang mana harta waris dibagikan sebelum 
pewaris meninggal. Salah satu alasan kenapa harta waris dibagi sebelum 
meninggal adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum 
waris.
7
 Keawaman masyarakat ini ditakutkan akan menjadi penyebab 
perselisihan dalam keluarga. Dalam kasus lain, masyarakat membagikan 
warisan sebelum pewaris meninggal disebabkan ahli waris sudah menikah. 
Dalam kasus ini pembagiannya harta orang tua yang 
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diperhitungkan sebagai waris dibagi sebelum meninggal, dikarenakan akan 
takutnya peselisihan antara ahli waris, ketika di bagi sesudah si pewaris 
meninggal. Maka dari itu dibagilah harta sebelum pewaris meninggal 
dunia, supaya ahli waris dapat menerima bagian warisan masing-masing.  
Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 
fenomena tersebut, maka penulis mengkajinya dalam bentuk skripsi yang 
berjudul: ”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN 
HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK DALAM SISTEM 
KEWARISAN DI MASYARAKAT DESA BUKIT LINGKAR 
KECAMATAN BATANG CENAKU” 
B. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah serta 
keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi 
pada pembahasan Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anak Dalam 
Sistem Kewarisan di Masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang 
Cenaku. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak di 
Masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hibah 
Orang Tua Terhadap Anak Dalam Sistem Kewarisan di 
Masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. 
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D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
 Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anak 
Dalam Sistem Kewarisan di Masyarakat Desa Bukit Lingkar 
Kecamatan Batang Cenaku. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan 
Hibah Orang Tua Keapada Anak Dalam Sistem Kewarisan di 
Masyarakat Desa Bukit Lingka Kecamatan Batang Cenaku. 
Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk syarat menyelesaikan S.1 di Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Suska Riau. 
2. Studi ini diharapkan berguna bagi perkembangan khasanah 
keilmuan, khususnya dalam masalah hibah dan warisan Islam. 
3. Memberikan tambahan wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi 
masyarakat pada umumnya tentang hibah dan waris Islam. 
E. Metode Penilitian  
 Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 




 Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat 
mencapai hasil maksimal, dalam penelitian ini. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian 
dilakukan dengan mengambil sumber data dari tokoh masyarakat , 
pelaku pelaksanaan hibah orang tua terhadap anak dalam sistem 
kewarisan lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab 
persoalan yangtelah dirumuskan dalam rumusan masalah. 
Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yakni 
menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan 
hibah orang tua terhadap anak dalam sistem kewarisan. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang 
Cenaku. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini disebabkan 
karena terdapat praktek masyarakat yang berbeda dengan hukum Islam 
dan penulis juga bertempat tinggal disana.  
3. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam 
penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian terhadap 
Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Sistem 
Kewarisan di Masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang 
Cenaku, terdiri dari tokoh adat, tokoh agama,  tokoh masyarakat, 
dan Masyarakat pelaksanaan hibah orang tua terhadap anak dalam 
sistem kewarisan. 
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b. Objek penelitian adalah apa yang akan di teliti dalam penelitian ini. 
Sebagai objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Hibah 
Orang Tua Kepada Anak Dalam Sistem Kewarisan di Masyarakat 
Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. 
4. Populasi dan Sampel Penelitian 
a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
9
 Adapun dalam penelitian ini yang menjadi 
populasi adalah Masyarakat di Desa Bukit Lingkar Kecamatan 
Batang Cenaku. Populasi dalam penelitian Pelaksanaan Hibah 
Orang Tua Terhadap Anak Dalam Sistem Kewarisan di Desa Bukit 
Lingkar Kecamatan Batang Cenaku yang terdiri dari, tokoh adat, 
tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku pelaksanaan  hibah 
orang tua terhadap anak dalam sistem kewarisan di Desa Bukit 
Lingkar Kecamatan Batang Cenaku yang berjumlahnya 1.020 
orang. 
b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat 
yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk 
penelitian.
10
 Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel 
dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu yaitu 
                                                             
9
 Sugiono, Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 
2013), h. 215. 
10
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 
PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23. 
11 
sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian 
yaitu sebanyak 20 orang,
11
 yang terdiri dari 2 orang tokoh adat, 2 
orang tokoh agama, 2 orang tokoh masyarakat, 14 orang pelaku 
hibah orang tua terhadap anak dalam sistem kewarisan.. 
5. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 
baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk 
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
12
 
 Sumber data primer adalah orang-orang yang melaksanakan dan 
terlibat dalam Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam 
Sistem Kewarisan di Masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan 
Batang Cenaku. 
b. Data Sekunder 
 Sumber data yang tidak langsung diberikan data pada pengumpul 
data. Yaitu lewat dokumen, letak geografis, sejarah, kondisi 
masyarakat desa, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti.  
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c. Data Tersier 
 Sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap data primer dan sekunder, yang dalam hal ini data tersier 
yang penulis gunakan adalah Ensiklopedi hukum Islam, Kamus ilmiah, 
Kamus Bahasa Arab-Indonesia serta kamus hukum. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
 Obsevasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 
diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera 
mata serta oleh panca indera lainnya.
13
 
 Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke 
Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku untuk 
mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasa   lahan yang 
diteliti. 
b. Wawancara 
 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 
diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu 
untuk dijawab pada kesempatan lain.
14
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 Dalam hal ini yang menjadi responden adalah orang-orang 
yang terlibat dalam Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anak 
Dalam Sistem Kewarisan di Masyarakat Desa Bukit Lingkar, 
Kecamatan Batang Cenaku. 
c. Kuesioner/Angket 
 Kuesioner/angket merupakan suatu teknik pengumpulan 
data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan 




d. Studi Kepustakaan 
 Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku 
referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. 
e. Dokumentasi 
 Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan 
dalam bahan yang dokumentasi. 
7. Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara 
deskriptif  kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis 
kumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis 
sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas 
kesimpulan akhirnya. 
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 Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh adat yang tersedia 
dari berbagai sumber dari observasi, wawancara dan angket. Kemudian 
mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun 
lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. 
8. Teknik Penulisan Data 
 Setelah data-data diolah dan ditinjau, kemudian disusun dengan 
metode-metode sebagai berikut : 
a. Indukatif, yaitu metode analisa data yang berangkat dari 
faktorfaktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang 
bersifat umum.   Dengan  metode induktif ini, peneliti menangkap 
berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di  
lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan 
pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati. 
b. Deskriptif, yaitu metode dengan mengumpulkan suatu data dan 
membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, 
sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan 
ini.  
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh 
pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi 
lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling 
15 
berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-
bab tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian, 
yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 Pada bab ini membahas tentang sekilas sejarah biografis, kondisi 
geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis Desa Bukit Lingkar 
Kecamatan Batang Cenaku. 
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM 
 Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum hibah dan 
waris. Termasuk didalamnya pengertian hibah dan waris, dasar hukum 
hibah dan waris, rukun dan syarat hibah dan waris, macam- macam hibah 
dan waris, dan ketentuan waris menurut Islam. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
 Pada bab ini penulis membahas tentang konsep Pelaksanaan Hibah 
Orang Tua Terhadap Anak di masyarakat Desa Bukit Lingkar, Kecamatan 
Batang Cenaku dan tinjauan hukum Islam bagi pelaksanaan hibah orang 
tua terhadap anak dalam sistem kewarisan di masyarakat Desa Bukit 




BAB V PENUTUP 
 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah Singkat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku 
 Desa Bukit Lingkar berdiri pada tanggal 11 Maret 1983. Desa 
Bukit Lingkar adalah desa transmigrasi yang berasal dari pulau jawa, 
mulai dari Jawa Timur, Jawa tengah hingga Jawa Barat. 
 Masyarakat Desa Bukit Lingkar pada awalnya tergolong 
masyarakat pedesaan dengan berbagai ciri dan karakteristik. Akan tetapi 
seiring dengan makin mudahnya sarana transportasi serta kemajuan 
teknologi komunikasi, kultur masyarakat perdesaan yang ada dalam 
kehidupan warga mulai bercampur dengan budaya masyarakat kabupaten. 
B. Keadaan Wilayah 
1. Kondisi Geografis 
 Desa Bukit Lingkar masuk dalam wilayah kecamatan Batang 
Cenaku dengan luas wilayah 2164 Ha, dimana terdiri dari berbagai 
jenis tanah yang meliputi , tanah kering dan tanah perkebunan. Iklim 
Desa Bukit Lingkar sebagaimana desa-desa lain di Indonesia 
mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai 
pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada 
di desa Bukit Lingkar kecamatan Batang Cenaku. 
a. Orbitasi  
Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat  : 4  km 
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 menit 
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Jarak ke ibu kota kabupaten   : 75 km 
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 90 menit 
Jarak ke ibu kota provinsi   : 240 km 
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi : 5 jam 11 menit 
b. Batasan Wilayah 
TABEL II.1 
BATAS DESA 
No Batas Berbatasan 
1 Utara  Berbatasan dengan Desa Bukit Lipai 
2 Timur  Berbatasan dengan Desa Aurcina 
3 Selatan  Berbatasan dengan Desa Kerubung Jaya 
4 Barat  Berbatasan dengan Desa Aurcina 
Sumber:Kantor Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku  
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 
  
 Dari tabel di atas dapat dilihat Desa Bukit Lingkar sebelah 
utara berbatasan dengan Desa Bukit Lipai, sebelah timur 
berbatasan dengan Desa Aurcina, sebelah selatan berbatasan 
dengan Desa Kerubung Jaya, sedangkan sebelah barat berbatasan 
langsung dengan Desa Aurcina. 
c. Luas Wilayah Desa 
Luas wilayah Desa Bukit Lingkar adalah 2.164 Ha, berupa daratan. 
Luas lahan tersebut terdiri dari : 
Pemukiman : 718 Ha 
Luas lahan pemukiman seluas 718 Ha yang dipergunakan sebagai 
lahan tempat tinggal, fasilitas pemeritahan, sekolahan, lapangan, 
dan lain-lain. 
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Pertanian/Perkebunan : 1.446 Ha 
Luas lahan pertanian/perkebunan seluas 1.446 Ha sebagai lahan 
perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman kelapa sawit. 
2. Kondisi Demografis Desa Bukit Lingkar 
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
TABEL II.2 
JUMLAH PENDUDUK  
No Jenis Kelamin Jumlah 
1 Kepala Keluarga 1.020 KK 
2 Laki-laki 1.620 Jiwa 
3 Perempuan 1.538 Jiwa 
 Jumlah penduduk 3.160Wa 
Sumber:Kantor Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku  
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 
 
b. Mutasi Penduduk 
TABEL II.3 
MUTASI PENDUDUK 
No Mutasi Penduduk Jumlah 
1 Datang 4 orang 
2 Pindah 2 orang 
3 Lahir 2 orang 
4 Meninggal  4 orang 
Sumber:Kantor Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku  
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 
  
c. Pendidikan 
 Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus 
berkembang ke jenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam 
20 
tahun 2021, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan 
sebagai berikut : 
TABEL II.4 
PENDIDIKAN TERAKHIR 
No Pendidikan Terakhir Jumlah 
1 2 3 
1 Tidak tamat SD 730 
2 Tamat SD/Sederajat 682 
3 SLTP 750 
4 SLTA 708 
5 Sarjana 290 
Sumber:Kantor Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku  
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 
 
d. Mata Pencaharian 
TABEL II.5 
MATA PENCAHARIAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN  
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 Petani 1.020 orang 
2 Pedagang 86 orang 
3 TNI/Polri 5 orang 
4 PNS 34 orang 
5 Wiraswasta 379 orang 
Sumber:Kantor Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku  













e. Keagamaan  
TABEL II.6 
KEAGAMAAN   
No  Agama  Jumlah  
1 Islam 3.137 orang 
2 Kristen Katolik 23 orang 
3 Protestan - 
4 Hindu - 
5 Budha - 
6 Lainnya  - 
Sumber:Kantor Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku  
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021. 
 
f. Sarana Prasarana 
TABEL II.7 
SARANA PRASARANA 
No  Sarana  Jumlah  
1 Kantor Desa 1 unit 
2 Poskesdes  1 unit 
3 UKBM (Posyandu,Polindes) 3 unit 
4 TK/PAUD 1 unit 
5 SD 2 unit 
6 MDA 2 unit 
7 Masjid  6 unit 
8 Musholla  7 unit 
9 Lapangan Olahraga 4 unit 
10 Kesenian/Budaya 2 unit 
11 Balai Pertemuan 1 unit 
12 Sumur Desa 1 unit 
13 Koperasi Unit Desa 1 unit 
Sumber:Kantor Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku  
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021. 
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 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kondisi demografis 
Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten 
Indragiri Hulu  secara keseluruhan di berbagai sektor. 
3. Kondisi Ekonomi 
a. Perkebunan  
 Komiditas sektor perkebunan yang berupa Tanaman Kelapa 
Sawit adalah produk masyarakat, dan memberikan sumber 
pendapatan pemiliknya dan masyarakat  desa umumnya. 
 Pemasaran tidak menjadi kesulitan mengingat perusahan 
yang bekerjasama cukup banyak. Adapun banyak kapling/sawit 
ada 723 kapling dengan luas 1.446 Ha. 
b. Peternakan  
 Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak 
semisalnya: sapi, ayam, itik, kambing, dan lain-lain. Menjadi 
komiditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung 
prospek kedepan desa maupun pemiliknya. Adapun populasi ternak 
wilayah Desa Bukit Lingkar adalah sebagai berikut : 
TABEL II.8 
PETERNAKAN 
No  Uraian  Jumlah  
1 Sapi  760 ekor 
2 Kambing  460 ekor 
3 Ayam  6.400 ekor 
4 Itik  1.400 ekor 
Sumber:Kantor Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku  
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021. 
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4. Kondisi Pemerintahan Desa 
a. Pembagian Wilayah Desa 
Desa Bukit Lingkar terbagi ke dalam 5 dusun terdiri dari : 
Dusun I : Jumlah 2 RW dan 5 RT 
Dusun II : Jumlah 2 RW dan 4 RT 
Dusun III : Jumlah 2 RW dan 8 RT  
Dusun IV : Jumlah 2 RW dan 8 RT 
Dusun V : Jumlah 1 RW dan 2 RT  
b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 
Lembaga Pemerintah Desa: 
Jumlah Aparatur Desa : 11 orang 
Kepala Desa :  Sumiarso Siman 
Sekretaris Desa : Rio Kusbowo 
Kepala Urusan Pemerintahan : Soleh Sulaiman 
Kepala Urusan Umum : Resmiono 
Kepala Urusan Pembangunan : Asna P. Dewi 
Kepala Urusan Kesra : Adi Riyanto, SP. 
Kepala Urusan Keuangan : Jadmiko 
Kepala Dusun :  
 Dusun I : Darsu 
 Dusun II : Sugeng Pratana 
 Dusun II : Arifin Suganda 
 Dusun IV : Wardi 
 Dusun V  : Edy Saputra 
24 
C. Visi Misi Desa Bukit Lingkar 
       Visi dan Misi Desa Bukit Lingkar : 
a. Visi :  
 Bersama membangun Desa Bukit Lingkar menuju masyarakat 
yang mandiri, dan berbasis agamis 2015-2021. 
b. Misi: 
 Memperkuat masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada 
tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya.  
 Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap masyarakat 
tanpa membedakan suku, ras, agama dan khas ragam budaya 
sosial kemasyarakatan dengan pengelolaan yang efesien.  
 Meningkatkan kinerja aparatur desa serta lembaga desa dalam 
mewujudkan pemerintahan yang kuat, bersih dan amanah.  
 Meningkatkan kualiatas SDM dan SDA. 
 Peduli terhadap penyandang masalah dan potensi sosial 
lainnya. 
 Meningkatkan kerja sama antar masyarakat, pemerintah dan 
pihak perusahaan sebagai sinergitas menuju terpenuhinya 
kegiatan pembangunan dalam segala bidang.  
Sumber:Kantor Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku  Kabupaten 
Indragiri Hulu Tahun 2021.  
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI HIBAH DAN WARIS 
A.  Hibah 
1. Pengertian Hibah  
 Kata hibah adalah bentuk mashdar dari kata wahaba digunakan 
dalam Al-Qur‟an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 
surat. Wahaba artinya memberi, dan jika dia subjeknya Allah berarti 
memberi karunia, atau menganugrahi (QS Ali Imran [3]:8, 38; Mayam 
[19]:5, 49, 50, 53).
16
 
 Menurut hukum syara‟ hibah berarti akad yang pokok 
persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di 
waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang 
memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi 
tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut I‟aarah 
(pinjaman).
17
 Bahwasannya keluarnya harta dengan derma (pemberian) 
bisa berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk 
mendapatkan pahala akhirat, maka dinamakan sedekah. Jika yang 
dimaksud untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka 
dinamakan hadiah. Sedangkan yang dimaksud agar orang yang diberi 
dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah. Inilah perbedaan dari 
beberapa hal di atas. Kasih sayang dan mempererat hubungan 
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merupakan alasan yang disyari‟atkan yang tujuannya untuk 
mendapatkan pahala di akhirat.  
 Walaupun begitu, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu berupa 




 Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 
hibah adalah: 
a. Merupakan akad atau perjanjian. 
b. Pemberian cuma-cuma atau pemberian tanpa ganti. 
c. Banda (barang) yang dihibahkan mempunyai nilai. 
d. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh 
seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang 
berserikat kepada yang lain.  
 Definisi hibah di atas hanya merupakan istilah otak makna yang 
khusus. Adapun hibah dengan maknanya yang umum, meliputi hal-hal 
berikut: 
a. Ibraa' yaitu: menghibahkan hutang kepada orang lain yang 
berhutang. 
b. Sedekah yaitu: menghibahkan atau memberikan sesuatu dengan 
tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. 
c. Hadiah yaitu: memberikan sesuatu dengan tidak ada tukarannya 
serta dibawah ketempat yang diberi karena hendak memuliakannya. 
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2. Dasar Hukum 
 Adapun dasar hukum hibah ada dalam al-Qur‟an dan Hadits, 
diantaranya sebagai berikut:  
a. Al Qur‟an 
1)  QS. Al-Baqarah ayat 177: 
  ٌَ َٚ ْغِشِة  َّ ٌْ ا َٚ ْشِشِق  َّ ٌْ ًَ ا ُْ لِجَ ُجَُٛ٘ى ُٚ ا  ٌُّٛ َٛ ْ رُ ٌِْجشَّ أَ ٍَْظ ا ٌَ َٓ َِ ْٓ آ َِ ٌْجِشَّ  َّٓ ا ِى
 َٚ ٌِْىزَبِة  ا َٚ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ ا َٚ ِخِش  َْ َِ ا ْٛ ٍَ ٌْ ا َٚ  ِ بَي َعٍَى  ثِبَّللَّ َّ ٌْ آرَى ا َٚ  َٓ ِٚي  إٌَّجٍٍِِّ ِٗ َر ُحجِّ
ٌْمُْشثَى   ى   ا َِ ٌٍَْزَب ا َٚ  ََ أَلَب َٚ لَبِة  فًِ اٌشِّ َٚ  َٓ بئٍٍِِ اٌغَّ َٚ  ًِ جٍِ َٓ اٌغَّ اْث َٚ  َٓ َغبِوٍ َّ ٌْ ا َٚ
ُْ إَِرا َعبَُ٘ذٚا  ِ٘ ِذ ْٙ َْ ثَِع ٛفُٛ ُّ ٌْ ا َٚ َوبحَ  آرَى اٌضَّ َٚ ََلحَ  َٓ فًِ  اٌصَّ بثِِشٌ اٌصَّ َٚ
ٌْجَ  ٌْجَأِْط ا َٓ ا ِحٍ َٚ اِء  شَّ اٌعَّ َٚ   أَْعبِء 
َٓ َصَذلُٛا أٌَُٚ  أٌَُٚ   ئَِه اٌَِّزٌ َٚ َْ زَّمُٛ ُّ ٌْ ُ ا ئَِه ُ٘  
Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan  
barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya 
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 
kemudian, malaikatmalaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 
dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) 
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan 
zakat; dan orangorang yang menepati janjinya apabila 
ia berjanji, dan orangorang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. 
Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan 




b. Hadist  
Dasar hukum hibah riwayat Imam Bukhari.  antara lain : 
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صَٕبَ  ٍْت  َحذَّ  َحذَّ َ٘ ُٚ صَٕبَ  َُ َحذَّ ٍْ ِ٘ ُٓ اِْثشاَ ُ ْث ْغٍِ ُِ ِٓ ْٓ اْث ِٗ َع ٍْ ْٓ اَثِ ط  َع ُٚ ُٓ غبَ صَٕبَ اْث
 ِٗ جَزِ ِ٘ َُ ْاٌَعبئُِذ فًِ  ِٗ َٚعٍَّ ٍْ ًُّ َصٍَى هللاُ َعٍَ ب لَبَي لَبَي أَّجِ َّ ُْٕٙ ًَ هللاُ َع َعجَّبط  َسِظ
 ِٗ َُّ ٌُّعُٛد فًِ لَٛئِ ٍِْت ٌَمًُِء صُ ٌَْى َوب
20
 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim 
telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya 
dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang 
meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan 
anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang 
dimuntahkannya ke dalam mulutnya". 
 
3. Rukun dan Syarat Hibah 
 Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat hibah, penulis akan 
menerangkan definisi rukun dan syarat itu sendiri. Secara bahasa, 
rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 
pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk 
yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan.
21
  
 Dalam pengertian yang lain, syarat adalah segala sesuatu yang 
tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak 
adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.
22
 
a. Rukun Hibah 
 Ibn Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid mengatakan bahwa rukun 
hibah ada tiga, yaitu:
23
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1) Orang yang Menghibahkan 
a) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan. 
b) Dalam keadaan sehat. 
c) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu. 
  Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, 
hibahnya dibatasi 1/3 saja dari benda itu. Riwayat „Imran ibn 
Husain menjelaskan tindakan Nabi Saw.: 
 َِ َْٕذ  ِٓ اٌَِّزْي اْعزََك ِعزَّخَ اَْعجُذ  ِع ُي هللاِ صٍى هللا َِ ْٛ َشُٖ َسُع َِ َ ِٗ فَب رِ ْٛ
ًْ )سٚاٖ ِغٍُ( اََسقَّ اٌْجَبلِ َٚ  ُْ  صٍعُ فَبَْعزََك صٍُُضَُٙ
Artinya: Ketika (Imran Ibn Husein) memerdekakan enam 
orang hamba pada saat menjelang kematiannya, 
maka Rasulullah saw. memerintahkan agar 
memerdekakan 1/3 dari mereka. Maka ia 




   
  Ulama Ahli Dhahir memahami hadis tersebut sebagai dasar 
hukum wasiat. Karena itu hibah tidak ada batasan yang tegas. Pasal 
210 ayat (1) kompilasi, menjelaskan sebagai berikut: “Orang yang 
telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan 
tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 
1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua 
orang saksi untuk dimiliki.” 
                                                                                                                                                                       
 23 Ahmad Rofiq, Op. Cit., h. 378 
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 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga,tt), h. 245. 
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  Lebih jauh di kemukakan Pasal 213: “Hibah yang diberikan 
pada saaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan 
kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya”. 
  Pembatasan yang dilakukan kompilasi, baik dari usia 
maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan 
bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak 
untuk menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 
1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.
25
 
2) Benda yang Dihibahkan 
 Pasal 210 ayat (2) Kompilasi menyatakan bahwa “Harta 
bedan yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi 




 Mengenai benda yang dihibahkan, ini meliputi segala 
macam benda yang wujud atau yang tidak ada di tempat (al-
ma‟dum). Perinsipnya, semua benda atau hak yang dapat 
diperjualbelikan, dapat dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, 
sesorang kekayaan bisa dalam bentuk saham sebagai surat bukti 
bahwa ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut. 
3) Orang yang Menerima Hibah 
 Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan 
melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Anak-anak 
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atau mereka yang berada di bawah pengampuan (kuratele) juga 
dapat menerima hibah melalui kuasa (wali)-nya. 
4) Ijab-Qabul 
 Adapun syarat-syarat hibah, selain mengikuti rukun-rukun 
hibah, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaan 
(al-qabdl). Menurut Al-Syafi‟i dan Abu Hanifah, penerimaan 
merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak 
disertai pernyataan menerima, maka tidak sah hibahnya itu.
27 
b. Syarat Hibah 
 Adapun Syarat Hibah adalah sebagai berikut: 
1) Syarat-syarat Pemberi Hibah 
Syarat-syarat pemberi hibah diantaranya adalah : 
a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.  
b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.  
c) Pemberi hibah adalah baligh. 
d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah 
mensyaratkan keridhaan. 
2) Syarat-syarat barang yang dihibahkan 
 Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah 
sebagai berikut: 
a) Benar-benar wujud (ada). 
b) Benda tersebut bernilai. 
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c) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang 
yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima 
peredarannya, dan kepemilikanya dapat berpindah tangan. 
d) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah 
secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau 
bangunan tanpa tanahnya. 
e) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik 
umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila 
ditentukan seperti halnya jaminan. 
3) Syarat Shighat (Ijab-Qabul) 
 Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari 
para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau 
penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik lisan 
maupun tertulis. 
4) Syarat-syarat Penerima Hibah 
 Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat 
pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, 
misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah 
ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, 
maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau 




4. Hikmah dan Manfaat Hibah 
a. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni 
penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai 
keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu 
dengki. 
b. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. 
Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.
28
 
5. Hibah  Dalam Hukum Adat 
  Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” 
yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk 
menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda 
hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin, dan 
sebagainya. 
 Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa 
barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang 
yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-
barang yang bernilai tinggi. Misalnya barang ringan adalah uang 
belanja, bahan makanan, pakaian, perhiasan, alat rumah tangga dan 
lain-lain. Menjadi adat kebiasaan anggota masyarakat untuk 
menyampaikan buah tangan ketika bertamu pada kenalan. Pada 
umumnya karya budi perorangan ini tidak mengharap adanya balasan 
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yang langsung, namun sekedar untuk menunjukkan harga diri, agar 
dipuji dan tahu adat.  
 Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi 
dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam 
hubungan ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatu dijiwai 
oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan 
kepada orang lain, harta pusaka keturunan, harta benda alat 
perlengkapan adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh 
diberikan kepada seeorang yang tidak pada tempatnya. Istilah beri-
memberi yang menyangkut barang berat sesungguhnya adalah 
merupakan hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang 
tidak ada sangkutan pautnya dengan waris. Artinya pemberian itu 
terjadi sebelum pemilik benda meninggal. Pada dasar nya di Jawa 
khususnya klaten anak perempuan tidak mendapatkan warisan dari 
orang tua nya, di jawa juga berlaku pemberian harta sebagai modal 
kehidupan tatkala anaknya mencar atau mentas disebabkan sudah 
berumah tangga sendiri. Terhadap pemberian barang berat ini 
disyaratkan orangnya tertentu dan penyerahannya harus terang dan 
tunai. 
 Pada harta biasa seorang yang tidak kaya, bekal hidup yang 
diterima si anak di saat ia menginjak ambang hidup baru itu adalah 
sama besarnya dengan bagiannya di dalam harta peninggaan selaku 
ahli waris. Tambahan bekal tersebut hanya mungkin diberikan bila si 
35 
pewaris termasuk orang yang mampu atau berada. Dalam hal demikian 
harta-harta yang merupakan pemberian seseorang kepada keluarganya 
(anaknya) kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta 
peninggalan, sesudah kedua orang tuanya meninggal. 
  Dalam pembagian harta orang tua kepada anaknya 
mengemukakan suatu dalil, bahwa dalam Hukum Adat pemberian 
secara berbeda-beda pada anak-anak ini tidak boleh sedemikian rupa, 
sehingga seorang anak yang tidak disenangi oleh ayahnya, tidak 
mendapat harta kekayaan yang cukup untuk menjadi bahan hidup yang 
pantas menurut keadaan bagi keluarga sesomah. Tegasnya adalah 
bahwa orang tua terikat kepada asa, bahwa semua anak harus 
mendapat bagian yang pantas dari harta kekayaannya (bahwa 
pencabutan hak waris seorang anak adalah terlarang), namun ia 
mempunyai kebebasan mengenai cara pembagian dan mengenai 
ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing. Parameter yang 
digunakan dalam hukum adat ini tidak pasti dikarenakan hukum waris 
adat tidak mengenal asas ligitime portie atau bagian mutlak atas bagian 
tertentu dari harta warisan yang mana diatur dalam pasal 913 KUHP 
Perdata atau di dalam hukum Islam yang dengan tegas mengatur 
bagian ahli waris dalam QS. An-Nisa‟. 
  Pemberian hibah ini tidak memerlukan persetujuan ahli 
waris namun tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah. Hal 
demikian juga berlaku bila terdapat anak angkat. Anak-anaknya sendiri 
36 
selayaknya harus mendapat bagian dari harta warisan yang sekurang-
kurangnya sepadan dengan barang-barang yang diberikan kepada anak 
angkat tadi.  
  Ada kalanya suatu penghibahan pada waktu seseorang 
pemilik barang masih segar bugar, dianggap selaku permulaan dari 
pembagian warisan si penghibah itu kelak pada waktu ia meninggal 
dunia. Hal ini berpengaruh pada kebolehan penarikan kembali hibah, 
karena jika hibah dianggap sebagai wasiat maka hibah tersebut dapat 
ditarik kembali, namun jika hibah tersebut merupakan hibah biasa 
maka tidak dapat ditarik kembali. 
  Dalam hukum adat dikenal adanya syarat penghibahan itu 
harus dilakukan di depan notaries. Meskipun penghibahan itu 
dilaksanakan tidak di depan notaris hibah tersebut tetap saja 
mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan 
Surat Edaran Mahkamah Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang 
menyatakan bakhwa Akta Notaris, khusunya dalam hibah tidak 
diperlukan lagi. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo 
ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Beliau 
mengemukakan bahwa KUH Perdata bukanlah kitab undang-undang 
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B. WARIS 
1. Pengertian Waris 
 Hukum Waris dalam ajaran islam disebut dengan istilah  فََشائُِط  
“Faraid”. Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal 
dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).
30
 
 Fardu dalam Al-Qur‟an mengandung beberapa pengertian yaitu 
ketetapan, kewajiban. 
Para ulama fiqih memberikah definisi Ilmu Faraid sebagai berikut : 
a. Penentuan bagian bagi ahli waris.31 
b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam.32 
c. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta 
mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib 
dimiliki oleh orang yang berhak.
33
 
 Dengan singkat ilmu Faraidh dapat didefinisikan sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta 
pusaka bagi ahli waris. 
 Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu Faraidh ini di sebut 
dengan “Hukum Waris” (ERFRECHT) yaitu hukum yang mengatur 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh al- Sunnah, Jld III, (Beirut: Dar al- Kitab al- Arabi, 1984), h. 202 
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 Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayah al-Akhyar, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri), h. 17 
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 Assyarbaini, Mugni al- Muhtaj, Juz III, (Beirut: Dar al- Fikri, 1984), h. 3 
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 Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan 
hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa 
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-
masing. (Pasal 171 ayat a KHI).  
 Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu 
kemestian. Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum 
dalam Al-Qur‟an tidak boleh di tolak oleh ahli waris yang berhak 
menerimanya, sebelum dilakukan pembagian harta warisan.  
 Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut Al-Qur‟an dan 
Hadist, dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan 
masing-masing barulah ia berhak untuk menghibahkan kepada orang 
lain. Para ahli waris dapat bersepakan melakukan perdamaian dalam 
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari 
bagiannya. (Pasal KHI 183). Karna syarat harta yang  boleh 
dihibahkan dalam Islam harus jelas, dapat diserahterimakan, telah 
dimiliki dengan sempurna. Apabila harta tersebut belum jelas atau 
belum dapat diserah terimakan atau belum dimiliki, tidak sah untuk 
dihibahkan, dan tidak sah diperjual belikan.
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 Ilmu Faraidh yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan 
oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan 
Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan 
akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada 
ahli waris. 
2. Hukum Waris Islam 
 Menurut KHI Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam harta 
waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang 
dan pemberian untuk kerabat.  
 Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni Harta bawaan atau harta 
peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang 
meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta bergerak) dan hak-
hak kebendaan serta hak-hak yang bukan hak kebendaan. Jadi hak-hak 
peninggalan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.
36
 
a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Yang 
termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak 
bergerak, piutang-piutang (termasuk diyah wajibah/denda wajib, 
uang pengganti qishas). 
b. Hak-hak kebendaan Yang termasuk dalam kategori ini adalah 
sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebinan dan lain-lain. 
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c. Hak-hak yang bukan kebendaan yang termasuk dalam kategori ini 
adalah khiyar, hak syuf'ah, (hak beli yang diutamakan bagi salah 
seorang anggota syarikat atau hak tetangga atau tanah pekarangan 
dan lain-lain  
 Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebuh 
dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta 
peninggalan si mayit, yang terdiri dari:  
a. Zakat atas harta peninggalan 
 Yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si 
mayit, akan tetapi zakat itu belum dapat direalisasikan, lantas ia 
meninggal, maka zakat tersebut harus dibayar dari harta 
peninggalannya tersebut seperti zakat pertanian dan zakat harta. 
b. Biaya pemeliharaan mayat 
 Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk peyelenggaraan 
jenazah, seperti kafan dan penguburan. 
c. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi 
pinjaman) 
 Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh 
Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: Jiwa orang mukmin 
disangkutkan dengan utangnya, sehungga utang itu dilunasi. 
d. Wasiat  
 Yang dimaksud wasiat disini adalah wasiat yang bukan 
untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat 
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adalah tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) dari jumlah 
keseluruhan harta peninggalan. 
3. Dasar dan Sumber hukum Waris 
  Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum 
agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur‟an 
dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi yang secara 
langsung mengatur kewarisan itu sebagai berikut:  
a. Ayat Al-Qur‟an 
1) Q.S An- Nisa(4): 7 
ب رََشَن  َّّ ِ ٌٍَِِّٕغبِء َِٔصٍت   َٚ  َْ اْْلَْلَشثُٛ َٚ  ِْ اٌَِذا َٛ ٌْ ب رََشَن ا َّّ ِ َجبِي َِٔصٍت   ٌٍِشِّ
 ۚ ْٚ َوضَُش ُْٕٗ أَ ِ  ًَّ ب لَ َّّ ِ  َْ اْْلَْلَشثُٛ َٚ  ِْ اٌَِذا َٛ ٌْ ب ا ْفُشٚظ  َِ َِٔصٍج ب   
Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu 
bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak 
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan 




2) Q.S An- Nisa(4): 11 
  ُْ ََلِدُو ْٚ ُ فًِ أَ ُ هللاَّ ِٓ ۚ ٌُِٛصٍُى ٍْ ْٔضٍََ
ًُ َحظِّ اْْلُ ْض ِ َوِش  ِٓ  ٌٍِزَّ ٍْ َق اْصَٕزَ ْٛ َّٓ َِٔغبء  فَ ْ ُو ِ فَإ
ب رََشَن  َِ َّٓ صٍُُضَب  اِحَذح  فٍَََٙب إٌِّْصُف ۚ فٍََُٙ َٚ ْ َوبَْٔذ  إِ ب  َٚ َّ ُْٕٙ ِ اِحذ   َٚ  ًِّ ِٗ ٌُِى ٌْ َٛ ِْلَثَ َٚ
ٌَذ  ۚاٌغُّ  َٚ  ٌَُٗ َْ ْ َوب ب رََشَن إِ َّّ ِ ُُش ۚ ُذُط  ِٗ اٌضٍُّ ِِّ
اُٖ فَِِلُ َٛ ِسصَُٗ أَثَ َٚ َٚ ٌَذ   َٚ  ٌَُٗ ْٓ ُْ ٌَُى ٌَ ْ ِ  فَإ
ُذُط ۚ ِٗ اٌغُّ ِِّ ح  فَِِلُ َٛ َْ ٌَُٗ إِْخ ْ َوب ِ ٓ    فَإ ٌْ ْٚ َد ِصٍَّخ  ٌُِٛصً ثَِٙب أَ َٚ ْٓ ثَْعِذ  ِ  ُْ آثَبُؤُو
ُْ ََل رَْذسُ  أَْثَٕبُؤُو ب َۚٚ ُْ َْٔفع  ُْ أَْلَشُة ٌَُى َْ أٌَُُّٙ ٚ   ِ َٓ هللاَّ ِ ب  فَِشٌَعخ    ّ َْ َعٍٍِ َ َوب َّْ هللاَّ إِ
ب  ّ  َحِىٍ
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Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
anak) anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki laki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak 
itu semua perempuan lebih dari satu maka bagi mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separuh harga. Dan 
untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang 
meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang 
meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi 
oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapatkan sepertiga, 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 
maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-
pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang 
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa 
diantara mereka lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu). 
Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. 
 
3) Q.S An Nisa:4 (12) 
ٌَذ  ۚ َٚ  َّٓ ٌَُٙ ْٓ ُْ ٌَُى ٌَ ْ ُْ إِ اُجُى َٚ ب رََشَن أَْص َِ ُْ ِْٔصُف  ٌَُى َٚ  ُ ٌَذ  فٍََُى َٚ  َّٓ ٌَُٙ َْ ْ َوب ِ فَإ
ۚ َٓ ب رََشْو َّّ ِ ثُُع  ِصٍَّخ  ٌُ  اٌشُّ َٚ ْٓ ثَْعِذ  ِۚ  ٓ ٌْ ْٚ َد َٓ ثَِٙب أَ ب  ِٛصٍ َّّ ِ ثُُع  َّٓ اٌشُّ ٌَُٙ َٚ
 ۚ ٌَذ  َٚ  ُْ ْٓ ٌَُى ُْ ٌَُى ٌَ ْ ُْ إِ ۚ  رََشْوزُ ُْ ب رََشْوزُ َّّ ِ  ُٓ ُّ َّٓ اٌضُّ ٌَذ  فٍََُٙ َٚ  ُْ َْ ٌَُى ْ َوب ِ ْٓ  فَإ ِ
   ٓ ٌْ ْٚ َد َْ ثَِٙب أَ ِصٍَّخ  رُُٛصٛ َٚ ً  ٌَُٛسُس َوََلٌَخ  أَ  ثَْعِذ  َْ َسُج ْ َوب إِ َشأَح  َٚ ِْ ِٚ ا
ُذُط ۚ ب اٌغُّ َّ ُْٕٙ ِ اِحذ   َٚ  ًِّ ْٚ أُْخذ  فٍَُِى ٌَُٗ أَخ  أَ َٚ  
ْٓ َر  ِ ْ َوبُٔٛا أَْوضََش  ِ ُْ فَإ ٌَِه فَُٙ
ُِش ۚ ِصٍَّخ  ٌَُٛصى   ُشَشَوبُء فًِ اٌضٍُّ َٚ ْٓ ثَْعِذ  َعبس  ۚ ِ ُِ ٍَْش  ٓ  َغ ٌْ ْٚ َد ِصٍَّخ   ثَِٙب أَ َٚ
  ِ َٓ هللاَّ ِ   ُ ُ َعٍٍِ هللاَّ َٚ  ُ َحٍٍِ  
Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai 
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 
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kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat 
yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 
laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 
(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang 
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan 
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang 
benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Penyantun.” 
 
4) Q.S An Nisa (4):13 
 ِ ٍَْه ُحُذُٚد هللاَّ ْٓ   ۚرِ ِ َسُعٌَُٛٗ ٌُْذِخٍُْٗ َجَّٕبد  رَْجِشي  َٚ  َ ْٓ ٌُِطِع هللاَّ َِ َٚ
َٓ فٍَِٙب ۚ   رَْحزَِٙب اْْلََْٔٙبُس َخبٌِِذٌ
َر  َٚ ُ ُص اٌَْعِظٍ ْٛ ٌْفَ ٌَِه ا  
Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan  
ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya 
kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah 
kemenangan yang besar”. 
 
b. Hadist 
 Hadis dari Ibnu Mas‟ud berikut: 
 َُ ٍْ ِع ٌْ ٛا ا ُّ َُ رََعٍَّ َعٍَّ َٚ  ِٗ ٍْ ُ َعٍَ ِ َصٍَّى هللاَّ ْغُعٛد  لَبَي ًٌِ َسُعُٛي هللاَّ َِ  ُٓ لَبَي اْث
 ُٖٛ ُّ َعٍِّ َٚ  َْ ٌْمُْشآ ٛا ا ُّ ُٖٛ إٌَّبَط رََعٍَّ ُّ َعٍِّ َٚ ٌْفََشائَِط  ٛا ا ُّ ُٖٛ إٌَّبَط رََعٍَّ ُّ َعٍِّ َٚ
ٌْعِ  ا َٚ ْمجُٛض   َِ ُشؤ   ِْ ُ َعٍُْمجَطُ إٌَّبَط فَإًِِّٔ ا ٍْ ُٓ َحزَّى ٌَْخزٍََِف   ٌْفِزَ رَْظَُٙش ا َٚ
ب َّ ٍَُْٕٙ ًُ ثَ ا ٌَْفِص ِْ أََحذ  ِْ فًِ فَِشٌَعخ  ََل ٌَِجَذا  اْصَٕب
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Artinya:”Ibnu Mas'ud pernah berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: Hendaklah 
kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, 
pelajarilah ilmu fara`idl dan ajarkanlah kepada manusia, 
pelajarilah Al Qur`an dan ajarkanlah kepada manusia, 
karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu 
senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan 
muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih 
pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, 
dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat 
memutuskan antara keduanya." (HR. ad-Darimi). 
 
4. Rukun  
a. Rukun waris  
Rukun waris itu ada tiga macam, yaitu : 
1) Waris (ahli waris) 
 Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan 
lantaran mempunyai hubungan sebab-sebab untuk mempusakai 
seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) 
yang hubungan hak perwalian dengan si muwaris. 
2) Muwaris (yang mewariskan) 
 Muwaris adalah orang yang meninggal dunia, baik mati 
hakiki maupun mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian 
yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa 
sebab, walaupun ia sesungguhnya belum mati sejati. 
3) Maurusun atau tirkah (harta peninggalan) 
 Maurus adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang 
yang meninggal dunia yang akan diwarisi kepada ahli waris 
setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang 
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dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para 
faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats. 
b. Syarat-syarat Pewarisan 
 Dalam Syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan 
dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang 
atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu : 
1) Orang yang mewariskan (Muwaris) benar telah meninggal 
dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah 
meninggal. 
Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada 
pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga 
pada masa hidupnya, tidak termasuk kedalam kategori 
mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut Hibah. 
2) Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat 
orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan 
secara hukum. Termasuk dalampengertian hidup disini adalah : 
a) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada 
saat orang yang mewariskan meninggal dunia. 
b) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang 
kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakin 
yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam 
waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian 
warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris. 
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3) Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan 
dengan orang yang mewarisi. 
5. Sebab-sebab Kewarisan 
a. Hubungan nasab, (keturunan, kekerabatan), baik pertalian lurus 
keatas (Ushul al-Mayyit), seperti: Ayah, Kakek, dan lainnya, atau 
pertalian lurus kebawah (Furu‟ al-Mayyit) seperti: anak, cucu, atau 
pertalian mendatar/menyamping (al-Hawasyi) seperti: saudara, 
paman, dan anak turunannya. 
Sebagaimana Firman Allah Swt :
37
 
ب رََشَن  َّّ ِ ٌٍَِِّٕغبِء َِٔصٍت   َٚ  َْ اْْلَ ْلَشثُٛ َٚ  ِْ اٌَِذا َٛ ٌْ ب رََشَن ا َّّ ِ َجبِي َِٔصٍت   ٌٍِشِّ
ب ْفُشٚظ  َِ ۚ  َِٔصٍج ب  ْٚ َوضَُش ُْٕٗ أَ ِ  ًَّ ب لَ َّّ ِ  َْ اْْلَْلَشثُٛ َٚ  ِْ اٌَِذا َٛ ٌْ  ا
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta  
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang 
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 





  Yang dimaksud dengan hubungan darah disini ialah 
hubungan darah yang disebabkan pernikahan yang sah. Apabila 
hubungan darahnya atau proses kelahirannya disebabkan bukan 
pernikahan sah, maka tidak termasuk orang yang mewarisi seperti: 
proses kelahiran melalui bayi tabung, sperma suami dan ovum isrti 
dikawinkan pada tabung, kemudian dimasukkan kedalam rahim 
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wanita lain. Apabila anak tersebut lahir kelak, maka ia di nasabkan 
kepada wanita yang melahirkannya, bukan kepada suami istri 
pemilik sperma dan ovum. Anak bayi tabung ini, hanya 
mempunyai ibu yaitu orang yang melahirkan dan tidak mempunyai 
ayah. Demikian juga halnya anak yang dilahirkan karena proses 
perzinaan, tidak mempunyai darah oleh laki laki yang melakukan 
zina, sehingga mereka tidak saling mewarisi.
39
 
b. Hubungan pernikahan,40 yaitu seseorang dapat mewarisi 
disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. 
Yang dimaksud dengan perkawinan di sini ialah perkawinan yang 
sah menurut Syariat Islam, dimulai sejak akad sampai putusnya 
ikatan perkawinan (telah habis masa iddah). 
Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan 
perkawinan mereka memenuhi dua syarat, yaitu : 
1) Perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan 
akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
41
 
2) Masih berlangsung hubungan perkawinan, yakni hubungan 
perkawinan mereka masih berlangsung sampai kematian salah 
satu pihak suami atau istri, tidak dalam keadaan bercerai. 
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c. Hubungan perbudakan (wala), yaitu seseorang yang berhak 
mendapatkan warisan dari bekas budak yang telah 
dimerdekakannya. 
d. Karena hubungan agama Islam, yaitu apabila seseorang meninggal 
dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya 




6. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris 
  Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat 
warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah 
disebabkan secara garis besar dapat diklarifikasikan kepada: 
a. Karena halangan kewarisan 
Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi 
seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan 
karena hal-hal berikut; 
1) Pembunuhan 
 Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat 
mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda 
Rasulullah Saw.: 
 عٓ عّش ثٓ شعٍت عٓ اثٍٗ عٓ جذٖ لبي لبي سعٛي هللا صٍى هللا عٍٍٗ
 ٚعٍُ  : ٌٍظ ٌٍمبرً ِٓ اٌٍّشاس شًء
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 Artinya: Dari „Amr bin Syu‟aib dari ayahnya dari kakeknya ia  
berkata: Rasulullah Saw. bersabda: orang yang 
membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari 
harta warisan orang yang dibunuhnya.
43
 
   
 Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak 
mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan 
membunuh orang yang mewariskan. 
2) Perbedaan agama 
 Berlainan agama dalam hukum waris Islam dimaksudkan 
bahwa seorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi 
kepada orang non-Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah 
Saw.: 
عٓ اعبِخ ثٓ صٌذ سظى هللا عٕٗ اْ إٌجى صٍى هللا عٍٍٗ ٚعٍُ لبي : َل 
44
 ٌشس اٌّغٍُ اٌىبفش َٚل ٌشس اٌىبفش اٌّغٍُ.
Artinya: Dari Usmah bin Zaid ra. Bahwa Rasulullah saw.  
bersabda: “Tidak mewarisi orang islam kepada orang 
kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada 
orang Islam”.   
 
 
b. Karena adannya kelompok keutamaan dan hijab 
 Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam 
juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa 
kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah 
lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan 
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saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak 
dibandingkan dengan kakek. 
 Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya 
hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari 
saudara seayah atau seibu, sebab suadara kandung mempunyai dua 
garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara 
sebapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung 
(yaitu ayah atau ibu saja). 
 Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, 
terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan 
dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari: 
1) Zakat atas harta peninggalan 
 Adapun yang dimaksud dengan zakat atas harta 
peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan 
oleh si mayit, akan tetapi zakat tersebut belum dapat 
direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat 
tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, 
seperti zakat pertanian dan zakat harta. 
2) Biaya pemeliharaan mayit 
 Adapun yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan si 
mayit adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan 
jenazah, seperti kafan dan penguburan. 
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3) Biaya hutang yang masih di tagih penghutang 
 Hal ini sejalan denagn hadis yang diriwayatkan oleh 
Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: Jiwa orang 
mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya. 
Sehingga utangnya itu di lunasi. 
4) Wasiat 
 Adapun yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah yang 
bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan 
wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) dari jumlah 
keseluruhan harta peninggalan. Setelah dikeluarkan apa yang 
dikemukakan pada poin a, b, c dan d. Barulah harta tersebut 
berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yag 
dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan.
45
   
  Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu 
yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih 
kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara 
harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah 
semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang 
ada pada seseorang saat kematiannya: sedangkan harta warisan 
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7. Ahli Waris Dan Haknya  
 Ahli waris atau disebut juga waris dalam istilah fikih ialah orang 
yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang 
mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan denan 
pewaris yang meninggal. Disamping adanya hubungan kekerabatan 
dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara 
hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: 
a. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya 
pewaris. 
b. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk 
menerima warisan. 
c. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih 
dekat.  
Perincian ahli waris: 
1) Ahli waris dalam hubungan kerabat: 
a) Anak laki-laki dan perempuan 




f) Nenek saudara anak saudara 
g) Paman 
h) Anak paman 
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2) Ahli waris dalam hubungan perkawinan 
 Ahli waris yang disebabkan oleh hubungan perkawinan 
ialah suami atau istri. Suami menjadi ahli waris bagi istrinya 
dan sebaliknya istri adalah ahli waris bagi suaminya. 
Kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris dijelaskan Allah 
dalam surah al-Nisa‟ ayat 12. Adanya hubungan perkawinan 
antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan tidak 
menyebabkan hak kewarisan apapun terhadap kerabat istri atau 
kerabat suami. Dalam hal ini anak tiri dari suami bukanlah ahli 
waris dari suami, demikia pula anak tiri dari istri bukanlah ahli 




8. Halangan Mewarisi (Hijab) 
 Hijab menurut bahasa berarti tabir, dinding, halangan. Menurut 
istilah Ulama Faraid, hijab ialah mencegah atau menghalangi orang 
tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian harta warisan atau 




 Hijab ada dua jenis: Hijab Hirman, yaitu terhalangnya seseorang 
mendapat harta warisan karena ada penghalang yang menyebabkan 
seseorang tersebut tidak mendapat harta warisan sama sekali, seperti 
kakek terhalang mendapat harta warisan karena ada ayah dan Hijab 
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Nuqhsan, yaitu penghalang yang dapat mengurangi bagian yang 
seharusnya diterima oleh ahli waris. Misalnya istri bisa mendapat ¼ 
bagian warisan, namun karena ada anak maka ia akan mendapat 1/8 
bagian. 
a. Ahli waris yang terhijab nuqshan : 
1) Ibu, terhijab oleh anak, cucu dua orang saudara atau lebih.  
2) Bapak, terhijab oleh anak dan cucu.  
3) Suami atau istri, terhijab oleh anak atau cucu. 
b. Ahli waris yang terhijab hirman: 
1) Cucu laki-laki terhijab oleh anak-laki-laki. 
2) Kakek dari bapak terhijab oleh bapak. 
3) Saudara laki-laki sekandung terhijab oleh: 
a) Anak laki-laki,  
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan 
c) Ayah.  
4) Saudara laki-laki se ayah terhijab oleh: (dasarnya adalah surat 
an-nisa ayat) 
a) Anak laki-laki 
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
c) Ayah 
d) Saudara laki-laki sekandung 
e) Saudara perempuan sekandung bersama dengan anak/cucu 
perempuan. 
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5) Saudara perempuan seayah, terhijab oleh: 
a) Anak laki-laki 
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
c) Ayah  
d) Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, jika 
tidak ada saudara laki-laki sebapak 
e) Saudara perempuan sekandung bersama dengan anak/cucu 
perempuan dari anak laki-laki. 
6) Saudara laki-laki/perempuan seibu terhijab oleh: (dasarnya 
adalah surat an-nisa ayat 12 ) 
a) Anak laki-laki 
b) Anak perempuan 
c) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
d) Cucu perempu an dari anak laki-laki 
e) Ayah 
f) Kakek dari pihak bapak.  
7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/keponakan 
terhijab oleh: 
a) Anak laki-laki 
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
c) Ayah 
d) Kakek dari pihak ayah 
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e) Saudara laki-laki kandung 
f) Saudara laki-laki seayah 
g) Saudara perempuan sekandung atau sebapak bersama anak 
atau cucu perempuan. 
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dapat terhijab 
oleh: 
a) Anak laki-laki 
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
c) Ayah  
d) Kakek dari pihak ayah 
e) Saudara laki-laki kandung 
f) Saudara laki-laki seayah 
g) Saudara perempuan kandung atau seayah bersama 
anak/cucu perempuan dari anak laki-laki 
h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 
9) Paman kandung (saudara laki-laki bapak sekandung), terhijab 
oleh: 
a) Anak laki-laki 
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
c) Ayah 
d) Kakek dari pihak bapak 
e) Saudara laki-laki kandung 
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f) Saudara laki-laki seayah 
g) Saudara perempuan kandung atau seayah bersama 
anak/cucu perempuan (dari anak laki-laki). 
h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 
i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 
10)  Paman (saudara laki-laki bapak sebapak), terhijab oleh: 
a) Anak laki-laki 
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
c) Ayah 
d) Kakek dari pihak ayah 
e) Saudara laki-laki kandung 
f) Saudara laki-laki seayah 
g) Saudara perempuan kandung atau ayah bersama anak/cucu 
perempuan (dari anak laki-laki). 
h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 
i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. 
j) Paman sekandung 
11)  Anak laki-laki dari paman sekandung, terhijab oleh: 
a) Anak laki-laki 
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
c) Ayah  
d) Kakek dari pihak ayah 
e) Saudara laki-laki kandung 
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f) Saudara laki-laki seayah 
g) Saudara perempuan kandung atau seayah bersama 
anak/cucu perempuan (dari anak laki-laki). 
h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 
i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. 
j) Paman sekandung 
k) Paman ayah. 
12)  Anak laki-laki paman sebapak, terhijab oleh: 
a) Anak laki-laki 
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
c) Ayah  
d) Kakek dari pihak ayah 
e) Saudara laki-laki kandung 
f) Saudara laki-laki seayah 
g) Saudara perempuan kandung atau seayah bersama 
anak/cucu perempuan (dari anak laki-laki). 
h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 
i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 
j) Paman sekandung 
k) Paman seayah 
l) Anak laki-laki paman kandung. 
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13)  Cucu perempuan dari anak laki-laki, terhijab oleh: 
a) Anak laki-laki 
b) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada cucu laki-
laki dari anak laki-laki. 
14)  Nenek dari pihak bapak, terhijab oleh: 
a) Anak laki-laki 
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 
c) Ayah. 
9. Hubungan Antara Hibah dan Waris 
 Telah dikemukakan perbedaan pendapat tentang status hukum 
orang tua melebihkan hibah kepada salah satu anaknya, tidak kepada 
yang lain. Menurut Ahmad Rofiq, yang terpenting dalam pemberian 
hibah adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-
anak yang ada. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian 
hibah orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai 
warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara 
pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi 
soal warisan. Disatu sisi menghendaki hukum waris Islam 
dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru 
pewaris sebelum meninggal dunia.
49
 
 Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti 
dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam 
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jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak 
jika si pemberi meninggal. Perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah 
yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai 
warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi 
hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan 
sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anak 
yang lain. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, 




َٓ ُوزِ  اْْلَْلَشثٍِ َٚ  ِٓ ٌْ اٌَِذ َٛ ٍْ ِصٍَّخُ ٌِ َٛ ٌْ ا ا ْ رََشَن َخٍْش  ُد إِ ْٛ َّ ٌْ ُ ا ُْ إَِرا َحَعَش أََحَذُو ٍُْى َت َعٍَ
ْعُشِٚف  َّ ٌْ َٓ  ثِب زَّمٍِ ُّ ٌْ ب َعٍَى ا
َحمّ   
Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta 
yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib 
kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa. 
 
لَ  لُووَهُ ۚفََمْه بَدَّ َ َسِميٌع َعلِيمٌ  هُ بَْعَدَما َسِمَعهُ فَإِوََّما إِْثُمهُ َعلَى الَِّذيَه يُبَدِّ إِنَّ َّللاَّ  
Artinya: Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia 
mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi 
orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
 
 Adapun sebab turunnya ayat ini adalah sesungguhnya masyarakat 
jahiliyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh 
dengan tujuan pamer (riya‟) dan agar terkenal (mencari kemasyhuran), 
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serta mencari kebesaran dan kemuliaan. Dan meninggalkan kerabat 
dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin. Kemudian Allah 
menurunkan ayat ini pada awal Islam, serta mengembalikan hak yang 
diberikan orang-orang yang jauh kepada sanak kerabat yang dekat, hal 
tersebut dilakukan untuk mencari kebaikan dan hikmah. Ada pendapat 
yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat waris pada surat an-
nisa‟, maka sekarang tidak diwajibkan seseorang berwasiat kepada 
orang yang dekat maupun orang yang jauh dan jika ada yang 
berwasiat pada orang yang dekat ataupun jauh maka mereka bukan 
termasuk dalam orang-orang yang menerima waris.
51
 
 Sebelum diturunkannya ayat waris yang menjadi nasikh bagi ayat 
wasiat ini, Allah telah menjelaskan bahwa wasiat itu wajib, adapun 
wasiat itu wajib diberikan kepada orang yang disebut dalam ayat ini 
dengan (lil walidaini wal aqrobina), yaitu mewajibkan berwasiat 
untuk kedua orang tua dan kerabat dekat, akan tetapi setelah turunya 
ayat tentang waris, maka ayat ini termansukh. 
 Dengan ditetapkannya orang tua sebagai ahli waris yang dalam 
setiap keadaan dalam bab waris mendapatkan bagian warisan, maka 
mereka tidak boleh menerima wasiat. Sedangkan terhadap para 
kerabat, maka ditetapkan dengan jalan kias. Maksudnya adalah sisa 
atas nas ini tetap berlaku keumumannya bagi mereka yakni barang 
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siapa yang tidak mewarisi (bukan temasuk ahli waris) maka 
berlakulah nash wasiat ini untuk dirinya. Dan inilah pendapat 
sebagian sahabat nabi Saw, dan tabi‟in.  
 Wasiat adalah pesan - baik yang disampaikan kepada orang lain 
untuk dikerjakan, baik saat hidup atau setelah kematian yang 
berpesan. Demikianlah pengertian kebahasaannya. Tetapi kata ini 
biasa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan untuk 
dilaksanakan setelah kematian yang memberi wasiat.
52
 Dan apabila 
seseorang itu telah didatangi tanda-tanda maut seperti sakit keras, 
sedangkan ia meninggalkan harta benda yang banyak untuk ahli waris, 
maka hendaklah untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat dekat, 
yang diambilkan dari sebagian hartanya dengan jumlah yang 
sekiranya baik, sedikit atau banyak sesuai dengan kemampuannya. 
Kaum muslimin sepakat bahwa wasiat ini disyaratkan tidak lebih dari 
sepertiga barang yang ditinggalkan mayit.
53
 
 Wasiat dihukumi wajib dilakukan, sebelum turunnya ayat tentang 
pembagian waris. Tetapi sesudah turunnya ayat yang menjelaskan 
pembagian waris, maka kewajiban ini mansukh, dan tetap sebagai 
perbuatan sunnah dan dilakukan hanya boleh dilakukan terhadap 
orang yang bukan ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya oleh 
Allah. 
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 Ibnu Abbas berkata, “ayat wasiat ini telah di mansukh oleh ayat 7 
surat an-nisa, dengan penjelasan Nabi Saw, bahwa orang yang 
menerima waris tidak dapat menerima bagian wasiat.” 
 Ada juga ulama yang berpendapat bahwa wasiat itu boleh juga 
diberikan kepada ahli waris, tetapi dengan syarat tertentu. 
Umpamanya ada bagian khusus yang ditentukan bagi ahli waris di 
antara mereka yang paling tidak mampu (miskin). Misalnya, di antara 
ahli waris itu terdapat seorang yang kaya dan ada sebagian yang 
miskin dan tidak mampu mencari kehidupan. Maka alangkah baiknya 
jika bagiannya tidak disamakan antara yang kaya dan yang miskin, 
atau orang yang mampu berusaha atau tidak.
54
 
 Jika terdapat orang kafir yang masuk Islam kemudian ia meninggal 
dunia sedangkan orang tuanya masih dalam keadaan kafir, maka 
baginya diperbolehkan mengeluarkan wasiat kepada orang tuanya 
sebagai pemikat agar keduanya masuk Islam.
55
 Dan dalam hal ini 
Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada 
orang tua, sekalipun mereka masih dalam keadaan kafir. 
 Dan tidak boleh merubah isi dari wasiat, baik itu dilakukan oleh 
saksi atau orang yang menerima wasiat dengan cara merubah, 
mengingkari, mengurangi setelah benar-benar mengetahui jumlahnya. 
Karena itu termasuk dosa besar. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
  Dari uraian dan analisis yang penulis sampaikan pada bab-bab 
sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hibah 
harta orang tua terhadap anak dalam sistem kewarisan di masyarakat Desa 
Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku maka penulis mengambil beberapa 
kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian tersebut sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan hibah harta orang tua kepada anak dalam sistem kewarisan 
dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan cara musyawarah 
atau  bisa juga tidak, biasanya hibah harta orang tua terhadap anak dalam 
sistem kewarisan ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ahli waris. 
Hibah ini dilaksanakan agar ahli waris laki-laki maupun perempuan 
mendapat bagian yang sama dan juga agar tidak ada perselisihan antara 
ahli waris.  
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hibah harta orang tua kepada 
anak dalam sistem kewarisan di masyarakat Desa Bukit Lingkar 
Kecamatan Batang Cenaku bertentangan dengan hukum Islam, karena 
seharusya harta warisan itu dibagi setelah pewaris meninggal dan di 
dalam hukum Islam sudah terdapat ketentuan pembagian harta waris 
terdapat di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah yaitu 2:1 untuk pembagian anak 
laki-laki dan perempuan. Sedangkan „urf  yang ada di Desa Bukit Lingkar 
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Kecamatan Batang Cenaku yaitu dibagi sama rata antara anak laki-laki 
dan perempuan. 
B. Saran 
 Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk 
diperhatikan adalah : 
1. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membagi harta warisan. 
Pembagian harta waris harus sesuai dengan hukum faraidh karna jika 
beda hukum yang dipakai akan beda pula hukumnya. 
2. Perbedaan pendapat didunia hukum adalah hal yang wajar, kita harus 
bersikap objektif dalam menilai dan menanggapi suatu pendapat, 
karna perbedaan pendapat itu adalah rahmat dari Allah Swt. Akan 
tetapi perbedaan pendapat tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. 
3. Perlunya pemahaman masyarakat terhadap kewarisan dan hibah 
menurut hukum Islam. Dengan demikian diharapkan semangat untuk 
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1. Bagaimana pelaksanaan hibah harta orang tua terhadap anak dalam sistem 
kewarisan? 
2. Mengapa orang tua lebih memilih menghibahkan hartanya sebelum 
meninggal? 
3. Apa tujuan pelaksanaan hibah harta orang tua terhadap anak dalam sistem 
kewarisan? 
4. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap hibah harta orang tua terhadap 
anak dalam sistem kewarisan ? 
5. Bagaimana tata cara musyawarah pembagian hibah yang dilakukan oleh 







Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan memberi tanda (√) 
pada kolom jawaban yang telah tersedia.  
Keterangan : 
PS : Paling Setuju  
S : Setuju  
KS : Kurang Setuju  
TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju 
  
No Pernyataan S TS 
1 Pelaksanaan hibah harta orang tua terhadap anak 
dalam sistem kewarisan di musyawarahkan oleh 
pewaris dan ahli waris. 
  
2 Mengetahui pelaksanaan hibah harta orang tua 
terhadap anak dalam sistem kewarisan. 
  
3 Pelaksanaan hibah harta orang tua terhadap anak 
dalam sistem kewarisan menjadi cara pembagian 
warisan di masyarakat Desa Bukit Lingkar 
terutama pada suku jawa. 
  
4 Pelaksanaan hibah harta orang tua terhadap anak 
dalam sistem kewarisan dilakukan sebelum 
pewaris meninggal. 
  
5 Sisa harta hibah dibagikan kepada anak yang 
belum mendapatkan harta hibah 
  
6 Masih dilaksanakannya sekarang hibah harta 
orang tua terhadap anak di Desa Bukit Lingkar. 
  
7 Pelaksanaan hibah harta orang tua terhadap anak 
dalam sistem kewarisan di hadiri oleh seluruh ahli 
waris 
  
8 Pembagian harta hibah dalam sistem kewarisan 
sebelum pewaris meninggal menciptakan 
  
kedamaian antara ahli waris. 
9 Hibah harta orang tua terhadap anak dalam sistem 
kewarisan perlu di perbaiki sesuai dengan 
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